
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.415, 2017 BPKP. Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III, 

Eselon IV, Jabatan Fungsional Auditor Utama, 
Auditor Madya, Auditor Muda, dan Jabatan 
Fungsional Widyaiswara. Standar Kompetensi.  

 

PERATURAN 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II, ESELON III, 

ESELON IV, JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR UTAMA, AUDITOR MADYA, 

AUDITOR MUDA, DAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA   

SEBAGAI ACUAN PENILAIAN DALAM ASSESSMENT CENTER 

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pengelolaan 

manajemen aparatur sipil negara yang berbasiskan 

sistem merit sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, perlu adanya standar kompetensi jabatan yang 

menjadi acuan dalam melakukan rekrutmen, 

pengembangan, pengangkatan, penempatan, promosi 

pada suatu jabatan dan syarat objektif lainnya tanpa 

membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan 

golongan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon 
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II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Auditor 

Utama, Auditor Madya, Auditor Muda, dan Jabatan 

Fungsional Widyaiswara sebagai Acuan Penilaian dalam 

Assessment Center di Lingkungan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 

2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoneisa 

Tahun 2014 Nomor 400); 
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5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

58); 

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang 

Standar Kompetensi Auditor; 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar 

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 2013 Nomor 297); 

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor Per-1596/K/SU/2011 tentang 

Uraian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum 

pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 

12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 

Per-1596/K/SU/2011 tentang Uraian Jabatan 

Struktural, Jabatan Fungsional Umum pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Seleksi 

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Auditor 

Madya dan Utama dalam rangka Pengangkatan Pegawai 

ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Madya dan 

Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 
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Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 693); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN 

STRUKTURAL ESELON II, ESELON III, ESELON IV, JABATAN 

FUNGSIONAL AUDITOR UTAMA, AUDITOR MADYA, AUDITOR 

MUDA, DAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA 

SEBAGAI ACUAN PENILAIAN DALAM ASSESSMENT CENTER 

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di Lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menjabat 

sebagai struktural eselon II setara pejabat pimpinan 

tinggi pratama, eselon III setara pejabat administrator, 

eselon IV setara pejabat pengawas, pejabat fungsional 

auditor utama, auditor madya, auditor muda, dan 

pejabat fungsional widyaiswara. 

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang 

selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah.  

3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 

4. Kompetensi Perilaku (soft competency) adalah Kompetensi 

yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola 

proses pekerjaan. 

5. Standar Kompetensi adalah persyaratan Kompetensi 

manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai 

dalam melaksanakan tugas jabatan. 

6. Kamus Kompetensi adalah kumpulan Kompetensi yang 

meliputi nama Kompetensi, definisi Kompetensi, kata 

kunci dan level Kompetensi. 

www.peraturan.go.id



2017, No. 415 
-5- 

7. Level Kompetensi adalah tingkat kecakapan individu atas 

Kompetensi tertentu. 

8. Penilaian Kompetensi adalah proses penilaian terhadap 

kecakapan individu atas Kompetensi melalui metode 

tertentu.  

9. Assessment Center adalah salah satu metode penilaian 

Kompetensi yang digunakan untuk menilai kecakapan 

pegawai sesuai Standar Kompetensi yang berlaku. 

10. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II, Eselon 

III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Auditor Utama, 

Auditor Madya, Auditor Muda, dan Jabatan Fungsional 

Widyaiswara sebagai Acuan Penilaian dalam Assessment 

Center di Lingkungan BPKP yang selanjutnya disebut 

Standar Kompetensi Jabatan adalah Kompetensi Perilaku 

yang dinilai dengan menggunakan metode Assessment 

Center. 

 

Pasal 2 

(1) Standar Kompetensi Jabatan  digunakan untuk: 

a. dasar Kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu 

jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV, 

jabatan fungsional auditor utama, auditor madya, 

auditor muda, dan jabatan fungsional widyaiswara; 

b. dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau 

penetapan dalam rekrutmen, pengembangan, 

pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan 

terbuka di lingkungan BPKP; dan 

c. khusus standar kompetensi jabatan fungsional 

widyaiswara, digunakan untuk menentukan 

kesesuaian Kompetensi pada saat rekrutmen 

widyaiswara. 

(2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 
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Pasal 3 

Standar Kompetensi Jabatan secara berkelanjutan dievaluasi 

dan dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan 

organisasi pemerintahan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Februari 2017 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

    ttd 

 

ARDAN ADIPERDANA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Maret 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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